
 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
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Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711 
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    Bantul, 20 Februari 2026 
 
Kepada 
 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

: 
: 
: 
: 

B/900.1.13.1/00453/PP/2026 
Biasa 
- 
Tindak Lanjut Penataan Izin 
Pengusahaan Air Tanah 

Yth. 
 

1. Panewu se-Kabupaten Bantul 

2. Lurah se-Kabupaten Bantul 

3. Pelaku Usaha Pengguna Air 

Tanah 

4. ……………………………….. 

 

di –  Bantul 
  
 

Menindaklanjuti Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

B/500.10.4.3/670/D8 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Penataan Izin 

Pengusahaan Air Tanah, serta berpedoman pada: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; 

2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin 

Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; 

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penggunaan Sumber 

Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau 

Penyetoran PNBP berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah; 

Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kegiatan usaha wajib memiliki 

Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pelaku usaha yang: 

a. Telah memiliki sumur bor/sumur gali yang terbangun tanpa izin sebelum tanggal 31 

Maret 2023; 

b. Telah menggunakan Air Tanah tanpa izin sejak sebelum tanggal 31 Maret 2023; 

dan/atau 

c. Pernah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah namun telah habis masa berlakunya 

wajib mengajukan Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah. 

3. Batas akhir pengajuan Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah adalah 31 Maret 2026. 

4. Terhadap pemilik konstruksi (sumur) dan/atau pengguna air tanah yang tidak mengajukan 

izin setelah masa penataan berakhir, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Panewu dan Lurah untuk: 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



• Menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah masing-

masing; 

• Menginventarisasi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah; 

• Mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam pengurusan izin sesuai batas waktu yang 

ditentukan. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Atas kerja sama dan dukungannya disampaikan terima kasih. 

 

  

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 

DAERAH, 

 
ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA 

Pembina Tingkat I, IV/b 
NIP. 197503251996032003 
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